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I. UMUM

Daerah perbatasan merupakan wilayah strategis baik dilihat dari sisi
perekonomian maupun pertahanan dan keamanan. Pemerintah
berkepentingan untuk menjadikan daerah perbatasan dengan batas-batas
tertentu untuk berperan sebagai kawasan terdepan yang berinteraksi
positif dengan negara tetangga dan dapat berfungsi sebagai wilayah
Perdagangan Perbatasan antar penduduk di wilayah perbatasan kedua
negara baik melalui mekanisme Perdagangan Perbatasan maupun
kegiatan ekspor impor.

Jauhnya jarak antara pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah
Indonesia dengan daerah perbatasan Indonesia dan kondisi sarana
prasarana mengakibatkan munculnya disparitas harga berbagai Barang
dan jasa, khususnya Barang kebutuhan pokok dan Barang penting
kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu kebijaksanaan baik yang
bersifat lokal, nasional, maupun internasional sehingga kondisi strategis
daerah perbatasan harus memberi manfaat bagi penduduk Indonesia
khususnya yang berdiam di daerah perbatasan, yaitu dengan memberikan
fasilitasi Perdagangan Perbatasan dan kegiatan ekspor impor.

Pemerintah berkepentingan agar tercipta ketersediaan Barang
kebutuhan pokok dan Barang penting bagi penduduk yang tinggal di
daerah perbatasan yang dipasok sebagian besar dari kegiatan produksi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagian lain dari

kegiatan produksi di negara tetangga. Mengingat kegiatan ini merupakan
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II.

kegiatan yang sama-sama menguntungkan penduduk di kedua negara,
maka pengaturannya harus memberikan manfaat timbal balik.

Oleh karena itu, perlu pelayanan paripurna berupa pelayanan
keimigrasian, kepabeanan dan cukai, dan karantina di Pos Lintas Batas.
Selain itu, perlu juga usaha peningkatan pos pengamanan perbatasan
beserta sarana pendukungnya sehingga yang muncul adalah pendekatan
kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kegiatan penegakan
hukum terhadap pelaku kegiatan ilegal.

Perdagangan Perbatasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
mengedepankan kepentingan nasional, memberikan kepastian hukum,
untuk menciptakan keadilan masyarakat, memberikan pemanfaatan serta
mengacu kepada wawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan umum dan khususnya bagi warga negara Indonesia yang
tinggal di wilayah perbatasan.

Untuk itu, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan perlu disusun aturan pemerintah melalui
Peraturan Pemerintah yang memuat pokok-pokok pengaturan tentang
Perdagangan Perbatasan, yang meliputi: pihak yang dapat melakukan
Perdagangan Perbatasan, cakupan wilayah Perdagangan Perbatasan darat
dan laut, persyaratan bagi orang yang dapat melakukan Perdagangan
Perbatasan, jenis Barang yang dapat dilakukan transaksi pembelian
dalam rangka Perdagangan Perbatasan, nilai transaksi pembelian Barang
dalam rangka Perdagangan Perbatasan, pemeriksaan di Pos Lintas Batas
dalam rangka Perdagangan Perbatasan, fasilitas Pos Lintas Batas,
ketentuan di luar Perdagangan Perbatasan, ketentuan mengenai kerja
sama koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah Perdagangan
Perbatasan, dan pengawasan terhadap daerah Perdagangan Perbatasan

dan pada Pos Lintas Batas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.
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